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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan

Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2007 Nomor 1, Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Nomor 3, Seri A);

9. Peraturan . . .



Menetapkan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2022;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Timur.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Timur.

BABII. ..



(1)

(2)

(1)

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan kepada:
PNS dan Calon PNS;
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
Gubernur dan Wakil Gubernur;
Pimpinan dan Anggota DPRD;
pimpinan BLUD; dan

Moo 0 oo

pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada instansi
daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLUD.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang
sedang menjalani cuti di luar tanggungan daerah atau
sebutan lain atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur yang gajinya dibayar oleh instansi

penugasan.

Pasal 3
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan
PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a dan huruf b terdiri atas:
a. gaji pokok;
tunjangan keluarga;
tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

oo o

tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh
persen) dari tambahan penghasilan pegawai
berdasarkan prestasi kerja bagi perangkat daerah/biro
yang memberikan tambahan penghasilan tersebut
dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas

jabatannya.

(2) Tunjangan . . .



(2)

(3)

(4)

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh
persen) dari tambahan penghasilan pegawai
berdasarkan prestasi kerja bagi perangkat daerah/biro
yang memberikan tambahan penghasilan tersebut
dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas

jabatannya.

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas

bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling banyak sebesar

akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga,

dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai hak keuangan dan administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD.

(5) Tunjangan . . .



(5)

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas
bagi pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai ASN yang
bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f paling banyak
sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut sesuai jabatan,
pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk:

a.
b.

C.

insentif kinerja;

insentif kerja;

tunjangan  bahaya, tunjangan  risiko, tunjangan

kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis, antara lain:

1. tunjangan bahaya radiasi bagi PNS yang bekerja di
instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawas
tenaga nuklir;

2. tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di instansi yang
melaksanakan tugas di bidang tenaga nuklir;

3. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan
dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi
pegawai di instansi yang melaksanakan tugas di bidang
pencarian dan pertolongan; dan

5. tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan
dalam penyelenggaraan persandian;

tunjangan pengamanan persandian;

tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen

atau tunjangan kehormatan;

tambahan penghasilan bagi guru PNS;

insentif khusus, antara lain insentif khusus penanganan

Corona Virus Disease 2019;

tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan; dan

i. tunjangan . . .



i.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan didasarkan komponen penghasilan
yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan didasarkan komponen penghasilan
yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Dalam hal penghasilan pada bulan April dan Juni Tahun
2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena perubahan penghasilan, maka tetap
diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2}
tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 7
Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau
tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan

1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2022.

(2) Penerima . . .



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau
tewas diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji

terusan pada bulan Juli Tahun 2022.

Pasal 8

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai
pensiunan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang lebih
besar.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai
pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas, maka kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pimpinan BLUD dapat menerima lebih dari 1
(satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas yang lebih besar.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal Hari Raya.
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 10. ..



Pasal 10
(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dibayarkan paling cepat bulan Juli Tahun 2022.
(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas
dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.

Pasal 11
Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah
Pencairan Dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12
Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 . ..
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Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 25 April 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21 SERI E.



